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TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN PEMUNGUTAN
HASIL HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU

PADA HUTAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3),
Pasal 46 ayat (4) dan Pasal 47 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.46/Menhut-1I/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin
Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan
Kayu pada Hutan Produksi;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (9)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah
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Mengingat

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan,
ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan
bukan kayu pada hutan lindung ditetapkan dengan
Peraturan Menteri;

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) Provinsi mendapat
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur
yang memiliki kewenangan perizinan yang merupakan
urusan Pemerintah Provinsi di bidang Penanaman Modal;
bahwa dalam rangka penyempurnaan tata kelola
pemberian izin pemungutan hasil hutan pada hutan
negara dan memberikan akses kepada masyarakat di
dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk
memanfaatkan hasil hutan dan turut dalam menjaga
kelestarian hutan, perlu dilakukan penyempurnaan atas
Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian dan
Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau

Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
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Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-
I1/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-
I1/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan
Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti
Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1329);
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-
I1/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu
yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1498);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara
Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber
Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan,

Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
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Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1252);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERPANJANGAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU
ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu
adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik
berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan
waktu, luas dan/atau volume tertentu.

2. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya
disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil
hutan berupa kayu pada hutan alam di hutan produksi
melalui kegiatan pemanenan dan pengangkutan untuk
jangka waktu dan volume tertentu.

3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang
selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk
mengambil hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung
dan/atau hutan produksi dalam hutan alam maupun
tanaman antara lain berupa rotan, madu, buah, daun,
getah, kulit, tanaman obat, untuk jangka waktu dan
volume tertentu.

4. Perorangan (individu) adalah orang seorang anggota
masyarakat setempat yang berdomisili di dalam atau
sekitar hutan yang dimohon, yang cakap bertindak

menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
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